BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAILIA ESA
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 avat (2] Peraturan

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan
Hari Rava dan Gaji Keliga Belas kepada Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun
2021, yang menyvebutkan bahwa teknis pemberian Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah diatur dengan Peraturan Kepala

Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Huln Sungai Tengah
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Keltiga Belas kepada Aparatur Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penectapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Dacrah Tingkat Il di Kalimanian sebagal Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



Menetapkan

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimang telah diuball Deberapa Kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor
6682);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI
RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN
2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupali ini, yang dimaksud dengan :

1.

(1)

(2}

(3)

(4)

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia
vang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawal Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh Pgjabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja vang selanjutnya disingkat PPPK adalah
Warga Negara Indonesia yang memenuhi syaral lertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.

Pejabat Negara adalah pejabal yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga
negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang
fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hari Raya adalah hari rava ldul Fitri.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya dan Gajl Ketiga Belas Tahun 2021 diberikan kepada Aparatur

Negara,

Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri alas :

a. PNS dan Calon PNS;

b. PPPK;

¢. Pejabat Negara.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, termasuk :

a. PNS penerima nang tunggu;

b. PNS vang diberhentikan scmentara dan gajinya masih dibavarkan.

Aparntur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ¢

a. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah;

b. Pimpinan Badan Lavanan Umum Daerah yang terdiri atas Dewan Pengawas dan
Pejabat Pengelola; dan

c. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah
vang mencrapkan pola pengelolaan kenangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pejabat Negarn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah Bupati dan

Wakil Bupati.



Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1)
tidak diberikan kepada PNS dalam hal :

a. sedang Cuti di luar tanggungan negara; atau

b. scdang ditugaskan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi

tempat penugasan.

Pasal 4

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Keliga Belas bagi PNS, PPPK, dan Pejabat Negara
terdiri atas

a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga:
¢. tunjangan pangan; dan
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan sesuai dengan jabatan dan/atau kepangkatannya.

(3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang
Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah.

(4) Tunjangan llari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan Badan Layvanan Umum
Daerah dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi
Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Lavanan Umum
Daerah, paling banvak scbesar Tunjangan Ilari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat

jabatannya atau grade-nya setara.

Pasal 5

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Keliga Belas bagi Calon PNS terdiri atas :
a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b. tunjangan keluarga;
¢. tunjangan pangan; dan
d. tunjangan umum.

(2] Tunjangan liari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jabatannya dan/atau pangkat
golongan/ruangnya.



Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 avat

(1}, tidak termasuk :

a. Tambahan Penghasiian Pegawai:

b. Tunjangan Profesi atau Tunjangan Khusus Guruy;

c. Tambahan Penghasilan bagi Guru;

d. Tunjangan atau insentifl yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
atau peraturan internal instansi pemerintah;

e. Tunjangan atau dengan scbutan lain di Iuar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 4 dan pasal 5.

Pasal 7

{1) Tunjangan Hari Raya scbagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dibayarkan
paling cepat 10 (sepuluhj hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Rava scbagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapal
dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

(3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, untuk |
(satu) bulan pada bulan April 2021.

(4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai sesuai dengan ketenfuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 untuk 1 {satu) bulan pada bulan
April 202| yang seharusnva diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau
dilakukan penyetoran kejebihan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 8

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling
cepat pada bulan Juni 2021.

(2) Dalam hal Gaji Keliga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat
dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2021,

(3] Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya sesuai dengan
ketentuan schagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, untuk 1 (satu) bulan
pada bulan Juni 2021.

(4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai sesuai dengan keientuan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 untuk 1 (satu) bulan pada bulan
Juni 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan sclisih kekurangan atau
dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas.



Pasal 9

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1), tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tunjangan Hari Rava dan Gaji Ketiga Belas schagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

(3) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Kectiga Belas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 10

(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu)
Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya | (satu)
Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.

{2) Dalamm hal Aparatur Negara sckaligus sebagai Pensiunan afau  scbaliknya
Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima
lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Rava, Tunjangan lari Raya vang dibayarkan
hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Rayva yang nilainya paling besar.

(3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), menerima lebih dari | (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan
pembayvaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib
mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Dalam hal Aparatur Negara sckaligus sebagai Penerima Pensiun, dan/atau sebagai
Penerima Tunjangan, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan terdiri atas :

a. Tunjangan Hari Raya scbagai Aparatur Negara; dan
b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan Hari Raya
sebagai Penerima Tunjangan.

Pasal 11

(1} Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu)
Gaji Ketiga Belas, Gaii Kctiga Delas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Gaji Ketiga
Belas yang nilainya paling besar,

(2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau scbaliknya
Pensiunan sckaligus sebagai Aparatur Negara sesual ketentuan dapat menerima
lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas vang dibayarkan hanya 1
(satu) Gaji Ketiga Belas vang nilainya paling besar.

(3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran



Gaji Ketiga Belas terscbut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun, dan/atau sebagai
Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan terdiri atas :
a. Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara; dan
b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Gaji Keliga Belas sebagai

Penerima Tunjangan.

BAB 111
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HART RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 12

Pembayaran Tunjangan lari Rayva dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja
Perangkat Daerah berkenaan,

Pasal 13

(1) Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami
mutasi pindah dicantumkan keferangan pembayaran Tunjangan Hard Raya
dan/atau Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

(2) Berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), instansi tujuan mutasi pindah melakukan pembayaran Tunjangan
Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas yang belum dibayarkan oleh instansi asal.

Pasal 14

Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Sural Perintah Membayar
{(SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas berpedoman pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Sistem
dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB IV
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 15

(1) Inspektorat menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan
pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

[2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
ketentuan perundang-undangan.



BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah
Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Iulu Sungai Tengah dan Peraturan Bupati Huln Sungai Tengah Nomor 30
Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun
2020 kepada Pegawal Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal 30 April 2021

BUPATI HULU SUNGAI

AULIA OKTAFIANDI
Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 30 Apxil 2027

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

oIy FAKHMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN IIULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 14



